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Konsep
KERANGKA ACUAN

KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI X DPR RI DALAM RANGKA  MASUKAN TERHADAP RUU TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

KE UNIV.HASANUDDIN, UNIV.BRAWIJAYA, DAN UNIV.LAMBUNG MANGKURAT
==============================================

A. Pendahuluan

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat diwujudkan melalui pendidikan. Pendidikan nasional sesuai Undang-Undang No.20/2003 Pasal 3 Sisdiknas berfungsi untuk mengembangkan  kemampuan, dan  membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tindak lanjut penyelenggaraan pendidikan diatur melalui UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Pendidikan Tinggi sebagai bagian sub sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. 
Upaya peningkatan daya saing bangsa melalui Pendidikan Tinggi diperlukan dalam menghadapi globalisasi dalam segala bidang, Pendidikan Tinggi juga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesionalis yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.
Untuk mewujudkan upaya peningkatan pendidikan tersebut, Pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Strategis Pendidikan Nasional. Dalam Rancangan Strategis tersebut ditetapkan tiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional yaitu: (1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Beberapa isu penting atau permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kebijakan yang mengaturnya, antara lain adalah penetapan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang beragam oleh pemangku kepentingan bidang pendidikan tinggi menjadikan standar mutu pendidikan tinggi menjadi beragam. Selain itu keterjangkauan akses untuk dapat mengikuti Pendidikan Tinggi yang rendah (APK tahun 2010 sebesar 23%) menjadi isu penting berikutnya. 

Jumlah perguruan tinggi yang mencapai lebih dari 3000 perguruan tinggi memerlukan penataan dan pembenahan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi terutama dalam hal pendelegasian wewenang serta bentuk perguruan tinggi sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa melalui Pendidikan Tinggi dapat terwujud untuk menghadapi globalisasi dalam segala bidang. Mengembalikan fungsi dari setiap bentuk perguruan tinggi  agar mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang sesuai dengan bakat dan minat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan tinggi yang bermutu akan berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan daya saing bangsa. Peningkatan mutu yang sistematis dan berkelanjutan membutuhkan lingkungan akademik yang kondusif, sebagaimana diciptakan oleh perguruan tinggi yang diberikan otonomi dalam rangka melakukan inovasi dan invensi melalui kreativitas sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

Penjaminan mutu merupakan kunci penyelesaian permasalahan pendidikan tinggi yang dihadapi pada saat ini. Apabila dari sekitar 3000-an perguruan tinggi secara bertahap dapat melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, maka dapat diharapkan bahwa pendidikan tinggi akan dapat menghasilkan lulusan, hasil penelitian, dan pengebdian kepada masyarakat yang selain bermutu namun juga relevan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan penjaminan mutu pendidikan yang diakui oleh negara-negara lain di suatu kawasan, maka saling pengakuan antar perguruan tinggi melalui kerjasama bilateral dan/atau multilateral perguruan tinggi yang berisi kegiatan pertukaran mahasiswa, dosen, hasil penelitian, pola manajemen, serta pengabdian kepada masyarakat dan umat manusia akan dapat berjalan tanpa hambatan.

Berbagai permasalahan di atas perlu mendapat perhatian serius Pemerintah sebagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi dan seluruh masyarakat. Peran  Pemerintah sangat diperlukan baik dari sisi kebijakan anggaran maupun kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan tinggi merupakan kunci untuk membentuk masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikenal sebagai knowledge based society merupakan masyarakat masa depan, baik dalam skala nasional maupun internasional.
Mengingat banyaknya masalah krusial dalam pendidikan tinggi yang harus segera diselesaikan dalam bentuk kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka perlu disusun sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.
B. LANDASAN YURIDIS

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 20, Pasal 20A);

2. UU No.27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 70);

3. TATIB DPR RI Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 129;

4. Rapat Paripurna 07 April 2011 tentang RUU usul inisiatif DPR RI

5. Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI dengan surat nomor LG.01.04/3301/DPR-RI/V/2011 tanggal 13 April  2011 tentang Penyampaian RUU tentang Pendidikan Tinggi sebagai inisiatif DPR RI;
6. Surat Presiden RI Nomor: R.23/Pres/04/2011 tanggal 28 April 2011 tentang  Penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Pendidikan Tinggi;
7. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada tanggal 12 Mei 2011 dengan menugaskan Komisi X DPR RI, mewakili DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU tentang Pendidikan Tinggi bersama dengan Pemerintah.
8. Raker antara Komisi X DPR RI dengan Mendikbud, Menag, Menkeu, Men PAN dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menhuk dan HAM tanggal 21 Juni 2011;

9. Rapat Intern Panja RUU DIKTI tanggal 13 Februari 2012;

10. Surat Pimpinan DPR RI No... tgl ...

C. PROSES PERUMUSAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pendidikan Tinggi disusun dan dirumuskan berdasarkan hak dan kekuasaan konstitusional DPR-RI yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 20 (Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang), dan Pasal 20 A (Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, antara lain dalam Pasal 6  ayat 1 huruf a dan Pasal 129. 

Proses penyusunan substansi RUU tentang Pendidikan Tinggi melalui kajian dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan pendidikan tinggi diantaranya: Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (PTN dan PTS), Pengembangan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam konteks Otonomi Perguruan Tinggi, Penjaminan Mutu PendidikanTinggi, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan PTS yang bermutu, dan Pendanaan.

Panja RUU Tentang Pendidikan Tinggi  telah melakukan berbagai rapat dengan para pemangku kepentingan dan telah mencari masukan ke beberapa provinsi sebelum disahkan secara aklamasi oleh 9 (sembilan) fraksi dalam Rapat Paripurna pada tanggal 7 April 2011 menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU tentang Pendidikan Tinggi telah dikirim kepada Pemerintah melalui Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI dengan surat nomor LG.01.04/3301/DPR-RI/V/2011 tanggal 13 April  2011 tentang Penyampaian RUU tentang Pendidikan Tinggi sebagai inisiatif DPR RI. Selanjutnya, Pemerintah telah memberikan melalui Surat Presiden RI Nomor: R.23/Pres/04/2011 tanggal 28 April 2011 tentang  Penunjukan wakil untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi yang menugaskan Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Agama RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mewakili Pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-undang tersebut.
Surat Presiden tersebut telah ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada tanggal 12 Mei 2011 dengan menugaskan Komisi X DPR RI, mewakili DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU tentang Pendidikan Tinggi bersama dengan Pemerintah.

Selanjutnya, dalam Rapat Intern Panja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI pada tanggal 13 Februari 2012 memutuskan untuk melaksanakan uji publik dalam rangka mencari masukan untuk penyempurnaan substansi RUU tentang Pendidikan Tinggi tersebut. Draf RUU Pendidikan Tinggi versi 22 Februari 2012 menjadi bahan acuan dalam uji publik ke Universitas Hasanuddin Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Brawijaya Provinsi Jawa Timur, dan Universitas Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 
D. Permasalahan
1. Kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi belum terpola dan terintergrasi secara komprehensif untuk menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi;

2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi belum menjamin aspek keterjangkauan utamanya dari sisi keterjangkauan mahasiswa dan pemerataan akses pendidikan tinggi;
3. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam struktur birokrasi Pemerintah, yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Kementerian Lain/LPNK dan Kementerian Agama disesuaikan dengan ketentuan UU Sisdiknas;
4. Perguruan Tinggi belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya dalam sisi pengembangan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
E. Jadwal Kerja
Uji Publik Panja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR-RI direncanakan selama .... (...) hari dari tanggal  ... sampai dengan ..... 2012. 

F. Susunan Panitia Kerja (PANJA)
Susunan keanggotaan Panitia Kerja (PANJA) RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI adalah sebagai berikut:

1………

G. Pokok-Pokok Pertanyaan/Pembahasan 

1. Apakah substansi Draf RUU Pendidikan Tinggi (versi 22 Feb 2012) sudah sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28C, Pasal 28I, dan Pasal 31 Ayat 5?
2. Apakah sistematika Draf RUU DIKTI sudah menggambarkan secara utuh dan terintegrasi mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi?
3. Apakah Sistematika dan substansi dalam Pasal 1 s/d Pasal 7 Draf RUU Pendidikan Tinggi (versi 22 Feb 2012) sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta kebijakan lainnya yang terkait dengan pendidikan?
4. Apakah substansi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 8 s/d Pasal 15) RUU DIKTI menjamin implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dari sisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat? Apakah substansi Tridharma Perguruan Tinggi perlu ditambahkan mengenai “Perguruan Tinggi sebagai pusat pengembangan budaya bangsa”?
5. Apakah substansi Rumpun Ilmu Pengetahuan (Pasal 11) perlu dicantumkan “Ilmu Agama”? Jika perlu/tidak perlu, berikan penjelasan.
6. Apakah pengaturan substansi Pendidikan Tinggi Keagamaan (Pasal 33) sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan UU Sisdiknas serta kebijakan lainnya yang terkait pendidikan? Beri penjelasan.
5. Apakah pengaturan Bab III Penjaminan Mutu (Pasal 60 s/d Pasal 65) sudah mengatur penjaminan mutu pendidikan tinggi  terpola dan terintergrasi secara komprehensif dan menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi? Beri penjelasan.
7. Apakah substansi Pengelolaan Perguruan Tinggi (Pasal 74 s/d 97) Draf RUU Pendidikan Tinggi (versi 22 Feb 2012) yaitu otonomi atau kemandirian perguruan tinggi dapat menjamin pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia di masa depan sebagaimana dimaksud dalam UU Sisdiknas? Apakah substansi tersebut juga sudah menjawab permasalahan tentang tata kelola PTN? Apakah pasal-pasal tersebut juga sudah menjawab kebutuhan tata kelola PTS? Jika belum, bagaimana rumusan usulan? Berikan penjelasan dan usulan rumusannya.
8. Apakah substansi Pengelolaan Perguruan Tinggi (Pasal 74 s/d 97) Draf RUU Pendidikan Tinggi (versi 22 Feb 2012) sudah menjawab permasalahan ketenagaan pendidikan tinggi (dosen, guru besar, dll) dari sisi administrasi, profesi dan keilmuan? Apakah sudah menjawab permasalahan mengenai kemahasiswaan secara keseluruhan sebagai bagian dari sivitas akademika? Jika belum, substansi apa yang akan ditambahkan dan bagaimana rumusan usulan? Berikan penjelasan dan usulan rumusannya.
9. Apakah substansi Penerimaan Mahasiswa (Pasal 89) pada opsi yang ada dalam Draf RUU DIKTI Versi 22 Februari 2012 atau opsi yang kedua yaitu Pasal 89 A sebagai berikut:

Pasal 89 A

(1) PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, dari berbagai golongan sosial masyarakat.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 89 manakah yang sudah menjawab permasalahan mengenai keterjangkauan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa? Jika belum, substansi apa yang perlu ditambahkan dan bagaimana rumusannya? Berikan penjelasan dan usulan rumusannya. 

10. Apakah RUU DIKTI perlu mengatur mengenai sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana? Beri penjelasan.
H. Pembiayaan
Seluruh pembiayaan untuk pelaksanaan Panitia Kerja (PANJA) RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI berasal dari APBN DPR RI TA 2012 bidang legislasi Komisi X DPR RI.
I. Penutup

Demikian kerangka acuan Panitia Kerja (PANJA) RUU Pendidikan Tinggi (DIKTI) Komisi X DPR RI dibuat dalam rangka Uji Publik RUU Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan rumusan substansi RUU DIKTI.

Jakarta, 27 Februari 2012
Panja RUU Pendidikan Tinggi
Komisi X DPR-RI,

H.Syamsul Bachri M.Sc
                                                                  Ketua Panja/Wk.Ketua Komisi
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